BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Retribusi Jasa Usaha, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa  dalam  implementasinya, Peraturan  Bupati
sebagaimana dimaksud huruf a terdapat permasalahan dalam
pemungutan retribusi mengingat pelayanan yang diberikan
belum didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai, sehingga perlu adanya penyesuaian dalam
mekanisme pemungutan retribusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkhir dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun
2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 6), disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A
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sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 6A

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menetapkan
pengurangan retribusi dengan pertimbangan kondisi
khusus.

Pertimbangan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu:

a. dalam rangka melaksanakan kebijakan ekstensifikasi
pendapatan di bidang retribusi;

b. dalam hal kondisi sarana dan prasarana pendukung
pelayanan di lokasi objek retribusi belum tersedia.

Kepala Dinas dalam menetapkan pengurangan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada
Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Rk di Tulungagung
d '3.,.-.:___ 1 Nopember 2017

Diundapigkan di Tulungagung

anggal 1 Nopember 2017

ARIS DAERAH

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 53



